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Menimbang

Menmingat

PERATURAN DAERAI KOTA METRO
NOMOR O4  TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERTMAAN DAERAILI LAINNY A

Lad

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rungka pelaksanaan Peraturan Dagrah Nomor 38 Lahun 2001
terdapat pembayaran upah pungut vang tidak sejalan dengan alokasi biayva
upah pungut yang dilakukan sehingpa Peraturan Dacrab fersebul perlu
ditinjau kembali;

bahwa atas dusar pertimbangan tersebul pada poin a diatas, maka
dipandang perlu melakukan Peruhahar Atas Peraturan Draerah Kota Metro
Mamor 06 Tahun 2001 dengan Peraturan Dacrah;

Undanp-undang MNomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Dati Il Way Kanun, Kabupaten Dati 1l Tampung Timur dan Kotamadya
Dati 11 Metro {Lembaman Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Nepara Nomor 3825);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
P omer 40487,

Undang-undary Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Tembapan Negara Nomor 43807,

Undang-undang Nomaor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloloan
dan Tanggung Jawab Keuangan Nepara (Lembaran Megara Tahun 2004
Momor 66, Tambahan Lembaran Nepara Nomaor 440y

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcerintahan Daceah

{Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor 123, T'ambahan Lembaran Mepsra
Momor 44377,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlung Perimbangan Keusngan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Womor 44387

Pergturan Pemerintah Nomoer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanppungjawaban Kevangan Dacrah (Lembaran Negara Lahun 2000
Momor 202, Tambahan |.embaran Negara Nomor 4022);

Peraturan  Pemerintah Nomor 200 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Nepgara
T'ahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Nomor 40907

Peraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Mepara Tahun 2001 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara
MNomaor 4139);
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10. Peraturan Dmcrah Kota Metro Nomar 06 Tahun 20401 tentang Uang
Perangsang Atas Pencrimaan Pendapatan Asli Dacrah dan Fenerimaan
Dacrah Tsinaya (Lembaran Daerah Kala Metro Tahun 2001 Nomor 52
Seri Dn;

11. Peraturan Daerah Kota Metrg Nemor 13 Tahun 2002 lentang Prosedur
Penyusunan Praduk Hukum [Duaerah { Lembaran Daerah Kota Meto Tahun
2002 Nomor 1 5);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomar {03 Tuhun 2003 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peranpkat Daerah ( Lembaran Duerah
Kota Metro ‘Tahun 2003 Nomar 0 L);

13. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah ( Lembaran Daerah Kota  Metro Tahus
2004 Nomor 03 Ser E);

Memperhatikan ; 1. Keputusan  Menter; Kevangan  Nomor  112/KME-04/2000 tentang
Peneriman dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan,

. 2. Keputusan Menter dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20072 lentany Pedoman
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Dacrah,

3. Kepulusan Menteri Dalam Negeri dean Otonomi Desrah Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Ducrah serta Tata Cara Penyusunan Angparan dan Pendapatan Belanja
Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Fendapatan dan Balanja Duerah,

Dengan Persetujuan Bersamg

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KQTA METROD
dan
WALIKOTA METRO

i MEMUTUSKAN

Menetapkan  ; PERATURAN  DAFRAT TENTANG ~ PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG  UANG  PERANGSANG  ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH
LAINNY A

Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kota Meteo Nomaor 06 Tahun
2001 tentang Uang Perangsang Atas Penerimaan Pendapaton Asli Daeruh dan

Fenerimaan Daerah Lainnya (Lembaran Dasrah Kola Metra Tahen 200]
Nomor 52 Seri Y diubah sebagai berikut -

Lty Teruracs FITR AN FEHITTLIFAE PG de
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1. Ketentuan Pasal 4 diubah schingga secara keseluruhan berbunyi schagai berikut:
“Iasal 4

Pembagian Uang Perangsang dimaksud, dikelompokkan terhadap pos-pos penerimaan
sebagal berikut :

. Pendapatan Asli Dacrah (PAD);

2. Ben Perolehon TTak alas Tapsh dan Bungunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB):
J. Lain-lain penerimaan vang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah schingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
“ Pasn] 5

(1) Proseniase uang perangsang peralehan dar Pendapatan Asli Daerah paling besar 5 %

{2} Prosenlase vang perangsang perclehan dari q:lana perimbanpan sesual dengan Peraturman
Perundanp-undanean vang berlakn.

. Pasal [l

Peraturan Daerah ini berlaku pada tangpal diundangkan.

Agar sctiap orang mengeluhuinys, memerinabhkan pengundangan Peraturan Daerab ini
dengun penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : betro,
Pada tanggal : |3 ad"l-‘ﬂn 2005

! ALIKOTA METRO,

I

S

MOZES HERMAN

[E¥dr DoareeatE TTANPERLDS P RBHMAIPAL FLOSGLIT o
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TATIUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRONOMOR 06 TATIUN 20H
TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNY A

A. PENJELASAN UMUM

Dalum rangka meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PATY Kota Metro, Petugas pemungul/

Pelaksana Dinas’ Badan/ Bagian perlu diberi motifzsi atau dorongan agar lebih efek! dalam

melaksamakan lugas denpan memberikan uang perangsang yang ditctapkan dengan Peratucan

Draerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI I"'ASAL

“Pusal 4

Angaka |

Yang dimaksud dengan Pendapatan Ashi Dacrah (PATD) terdin atas hasil pajak dacrah dan
retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik dagrab, serta lain-lain Pendapatan ash
daerah yang sah tidek termasuk sise perhitungan anpparan seperti kontra pos dan sis

LITIDP.

Anpka 2

Yang dimaksud dengan Pendupulan Thuersh dun Dana Penimbangan adaleh Pendapatan
daerah vang berasal dari bagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTR)
dan bagian dar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penerimaan dari sumber dava

alam [ainnya.

Angka 3
Yang dimaksud dengan Lain-lan Penenmaan vang Seh adalah Penerimaan lain sesuai

denpan Peraturan Perundang-undanpan yang berlaku.

“Pasal 5

Pembagian besarnya dana vang perangsang wiluk masing-masing  Dimgs  Tostansi

pemungut serta pihak terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

"Pasal 1l

Cukup Jelas
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